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ABSTRAK 

 
: - Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai 
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah. 
 

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950,  
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, 
UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 
2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan          
UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020,           

UU No. 1 Tahun 2022, PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah 
diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016 
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No.12 
Tahun 2019, PERPRES No. 77 Tahun 2015, PERMENKES No.001 Tahun 
2012, PERMENKES No.49 Tahun 2016, PERMENDAGRI NO. 79 Tahun 
2018, PERMENDAGRI NO. 99 Tahun 2018, PERMENDAGRI NO. 90 
Tahun 2019, PERMENKES No.3 Tahun 2020, PERMENDAGRI NO. 77 
Tahun 2020, PERMENPAN RB No.17 Tahun 2021, PERMENPAN RB 
No.25 Tahun 2021, PERDA KAB. BOGOR No. 8 Tahun 2009, PERDA 
KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan 
PERDA KAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No. 10 
Tahun 2017,  PERBUP BOGOR No. 34 Tahun 2021 sebagaimana telah 
diubah dengan PERBUP BOGOR No. 13 Tahun 2022, PERBUP BOGOR 
No. 9 Tahun 2022, PERBUP BOGOR No. 10 Tahun 2022, PERBUP 
BOGOR No. 11 Tahun 2022, PERBUP BOGOR No. 12 Tahun 2022. 
 

 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang  Struktur anggaran BLUD 
terdiri atas: pendapatan BLUD; belanja BLUD; pembiayaan BLUD. 
Pendapatan BLUD bersumber dari: jasa layanan; hibah; hasil 
kerjasama dengan pihak lain; APBD; lain-lain pendapatan BLUD yang 
sah. BLUD RSUD sebagai penyelenggara PPK-BLUD secara penuh 
menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD RSUD. Penyusunan 
Renstra BLUD mengacu pada Rencana Strategis Daerah dan 
merupakan bagian dari Renstra Dinas Kesehatan. Penyusunan Renstra 
memuat: rencana pengembangan layanan; strategi dan arah 

kebijakan; rencana program dan kegiatan; rencana keuangan. Bupati 
melimpahkan seluruh kewenangan penatausahaan keuangan 
BLUD kepada Pimpinan BLUD.  
 

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada 
tanggal 18 Januari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2022. 

  - Penjelasan: 31 hlm. 
 


